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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan Ombudsman Perwakilan
Provinsi Riau terhadap Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru.Penelitian ini dilakukan dengan
mengunakan metode kualitatif. Waktu penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan
dan aturan yang telah dibuat dan tentu saja pihak Ombudsman dituntut untuk menyelesaikan
pekerjaan tepat pada waktunya. Serta strategi yang dilakukan oleh Ombudsman untuk
meningkatkan kinerja dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat stan
pengaduan dititik-titik pelayanan publik seperti dikantor Disdukcapil, Imigrasi, Rumah Sakit,
atau Kantor desa.Ombudsman akan memberikan penangan dengan menelaah permasalahan
dan akan memberikan solusi yang adil dan tidak memihak kepada sebelah pihak baik itu
pihak pemerintahan maupun itu pihak masyarakat karena dalam sebuah laporan Ombudsman
merupakan sebuah lembaga yang menjadi penengan atau menjadi mediator bagi pihak
masyarakat dan Insatansi pemerintahan. Dalam hal memberikan penilaian Ombudsman akan
melakukan kunjungan ke instansi pemerintahan dan melakukan observasi langsung terhadap
kinerja mereka.Untuk mengadakan perbaikan maka pihak ombudsman akan memberikan
saran dan masukan namun apabila saran dan masukan yang kami sampaikan tidak juga di
indahkan maka hal tersebut akan menjadi catatan ombudsman perwakilan Provinsi Riau dan
menjadi bahan untuk laporan ombudsman perwakilan Provinsi Riau kepemerintahan pusat.
Saran untuk pihak Ombudsman sebaiknya melakukan peninjaun pada semua instansi
pelayanan tidak hanya instansi pemerintahan termasuk juga perusahaan-perusahaan swasta
seperti rumah sakit swasta maupun bank-bank swasta yang ada di Provinsi Riau. Serta Pihak
Ombudsman seharusnya lebih melakukan sosialisa kepada kalangan masyarakat agar seluruh
lapisan masyarakat mengetahui tentang tugas dan fungsi mereka sehingga masyarakat
mengerti untuk menyampaikan laporan apabila ada pelayanan yang kurang baik oleh pihak-
pihak terkait.
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Abstract

The aim of this research is to determine the supervision of the Riau Province Representative
Ombudsman on Public Services in Pekanbaru City. This research was carried out using
qualitative methods. The completion time will be carried out in accordance with the
provisions and regulations that have been made and of course the Ombudsman is required to
complete the work on time. As well as the strategy carried out by the Ombudsman to improve
performance by providing outreach to the community, creating complaint booths at public
service points such as Disdukcapil offices, Immigration, Hospitals, or village offices. The
Ombudsman will provide handling by examining the problem and will provide a fair and
impartial solution to both parties, both the government and the community, because in a
report the Ombudsman is an institution that acts as a mediator or mediator for the
community and government agencies. In terms of providing an assessment, the Ombudsman
will visit government agencies and make direct observations of their performance. To make
improvements, the ombudsman will provide suggestions and input, but if the suggestions and
input we convey are not heeded then this will become a note for the representative
ombudsman. Riau Province and become material for reports from the ombudsman
representing Riau Province to the central government. Suggestions for the Ombudsman
should be to carry out reviews of all service agencies, not only government agencies,
including private companies such as private hospitals and private banks in Riau Province.
And the Ombudsman should do more outreach to the community so that all levels of society
know about their duties and functions so that the community understands how to submit
reports if there is poor service by the parties involved.

Keywords: Ombudsman, Service Supervision, Public

PENDAHULUAN baik dan  benar sesuai  dengan
kewenangannya.

Pengawasan terhadap pelayanan
public, Ombudsman juga ditugaskan untuk
c _ melakukan pencegahan terhadap terjadinya
Riau mengatakan bahwa sejak tahun 20_21- praktik penyalahgunaan pelayanan, dan itu
2023 Ombudsman banyak —menerima dapat memberikan tujuan untuk kesadaran
laporan pengaduan mengenai perparkiran, kepada masyarakat mengenai  hak
dan pelayanan_ di ad_ministrasi pelayanan  public yang baik  dan
kependudukan, setiap tahunnya jumlahnya berkualitas, serta menimbulkan kesadaran
mencapai puluhan laporan yang diadukan bagi masyarakat untuk ikut serta dalam

oleh  masyarakat. ~ Organisasi  pada proses  pengawasan  penyelenggaraan
penyelenggaraan publik pada dasarnya pelayanan public. Bukan hanya itu juga

Berdasarkan informasi dari media
massa news24.co.id kepala Ombudsman
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

harus memberikan pelayanan yang baik,
tepat waktu, mudah dan efisien dan seperti
ini sulit untuk didapatkann  oleh
masyarakat. Oleh karena itu agar hak-hak
dari masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan yang baik maka dengan adanya
laporan dari masyarakat ini mengharuskan
Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau
untuk bisa menjalankan tugasnya dengan
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Ombudsman juga melakukan kegiatan
untukmenyebarluaskan informasi terkait
keberadaan, tugas, fungsi serta wewenang
dari Ombudsman itu sendiri.

Pengawasan terhadap pelaksanaan
dari penyelenggaraan negara di Indonesia
hal ini sudah dilakukan oleh lembaga
pengawas baik yang bersifat structural
maupun fungsional. Selain dari itu juga
terdapat dari organisasi non pemerintah
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dan lembaga masyarakt yang ikut serta
dalam beraktivitas melakukan pengawasan
atas pelaksanaan penyelenggaraan Negara.
Pengawasan  yang dilakukan  oleh
Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau
masih memiliki pengawasan yang di
tugaskan lebih  rendah dan belum
menyesuaikan penilaian yang efektif dan
optimal dalam menuntaskan laporan
tersebut, pengawasan Ombudsman
terhadap pelaporan pengaduan masyarakat
masih belum sesuai pada waktu yang
sudah ditetapkan, dengan hal ini
pengawasan dari Ombudsman dengan
laporan yang dapat mempermudah proses
pengaduan dalam bekerja. Alur
penyelesaian laporan masyarakat oleh
Ombudsman di jelaskan bahwa cara
Ombudsman dalam menjalankan tugasnya
yaitu  pertama  menerima  laporan
pengaduan dari masyarakat dan kemudian
laporan yang dimasuk tersebut di seleksi
dikenali terlebih dahulu instansinya
apakah  benar-benar  maladministrasi,
kemudian dinyatakan diterima maka
lapora akan di proses atau di tindaklanjuti
melalui klasifikasi tulisan dalam bentuk
surat atau Ombudsman menandatangani
langsung instansi yang terkait.

Laporan tertulis yang diberikan
sebagai salah satu pengaduan masyarakat
diabaikan oleh perwakilan Ombudsman ini
yang membuat pengawasan yang ada
dalam pelaporan yang kurang memadai,
dan kurang di berikan secara terbuka oleh
lembaga ini sehingga dengan diawasinya
pelaporan ini membuat setiap pengaduan
di tangguhkan dan kurang adanya
optimalisasi yang jelas bagi setiap
pengawasan yang di tujukan oleh lembaga
yang bersangkutan.

Kurang optimalnya dari fungsi
pengawasan  yang dilakukan  oleh
perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
selama dilakukan pengawasa eksternl yang
menyebabkan lalainya dari kepentingan
masyarakat dan  pengaduan,  serta
pengawasan yang dilakukan ini hanya
seformalitas saja kemudian terjadi close
terhadap pengawasan yang dilakukannya

Publik di Kota Pekanbaru

tersebut, dan perwujudan dari pengawasan
juga diabaikan yang diselenggarkan oleh
pelayanan publik.

Berdasarkan dari uraian tersebut
serta pengamatan penulis dilapangan
terhadap pengawasan Ombudsman
Republik Indonesia terhadap pelayanan
publik ~ Pekanbaru dapat dijelaskan
fenomena-fenomena berikut ini:

1. Ombudsman  masih  memiliki
pengawasan terhadap pelayanan
public yang kurang efektif,
sehingga banyaknya pengawasan
internal yang diabaikan dalam
kurun waktu yang menyebabkan
laporan pengaduan diabaikan

2. Lemahnya kekuatan Ombudsman
Republik  Indonesia  Perwakilan
Kota Pekanbaru dalam
menindaklanjuti pengaduan
masyarakat terhadap instansi yang
menyalahgunakan pelayanannya.

3. Masih adanya Ombudsman
Republik  Indonesia  Perwakilan
Kota Pekanbaru yang kurang tepat
dalam melayani pengaduan dan
laporan masyarakat, dan kurang
transparan  pihak  Ombudsman
untuk menjelasakan standar
operasional prosedur yang cepat
dan tanggap dalam membantu
pengaduan  pelayanan  public
tersebut

4. Masih rendahnya tingkat respon
petugas Ombudsman Perwakilan
Provinsi  Riau dalam melayani
laporan dan pengaduan masyarakat
dengan baik meskipun laporan
pengaduan  masyarakat  sudah
diberikan dengan syarat dan
ketentuan yang jelas

5. Ombudsman Perwakilan Provinsi
Riau masih mengabaikan laporan
terhadap pengaduan masyarakat
mengenai kesalahan dan
penyimpangan yang terjadi
terhadap instansi pemerintahan
terkait, kemudian untuk
menganalisa pengaduan tersebut
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Ombudsman memberikan tenggang
waktu yang lama.

6. Kurangnya pemahaman
masyarakat dalam  melaporkan
kasus  maladministrasi  kepada
Kantor Ombudsman RI Perwakilan
Provinsi Riau
Berdasarkan fenomena-fenomena

yang sudah dijelaskan diatas dan juga
didukung dengan fakta yang ada
dilapangan dan sudah menggambarkan
bahwa  masih kurang  efektifnya
pengawasan  Ombudsman  Perwakilan
Provinsi Riau terhadap pelayanan publik
di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu penulis
tertarik  untuk melakukan penelitian
dengan judul: “Pengawasan Ombudsman
Perwakilan Provinsi Riau Terhadap
Pelayanan Publik di Kota Pekanbaru”

METODE

Dalam penelitian ini  penulis
menggunakan metode kualitatif dengan
teknik tipe yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif dimana
penulis akan mengunakan kondisi objektif
yang ditemukan dilapangan berdasarkan
data-data yang ada dengan masalah dalam
pengawasan Ombudsman Republik
Indonesia  Perwakilan  Provinsi  Riau
terhadap pelayanan publik di Kota
Pekanbaru

menurut (Moleong, 2016:
79)mengemukakan bahwa kualitatif adalah
penelitian ~ yang  bermaksud  untuk
memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dengan memanfaatkan berbagai
metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan Ombudsman Perwakilan

Provinsi Riau Terhadap Pelayanan
Publik Di Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan pengawasan yang
perlu diperhatikan adalah prinsip-prinsip
pengawasan tersebut. Menurut Hariod
Knootz dan Cyrill O Donnel. dalam
Manullang (2015: 2) dinyatakan bahwa
prinsip-prinsip pengawasan adalah sebagai
berikut:

1. Adanya  proses perencanaan
sebelum melakukan pengawasan
dimana dengan adanya proses
perencanaan setiap pekerjaan yang
dilakukan oleh organisasi,
organisasi tersebut dapat bekerja
secara efektif dan efisien sesuai
dengan apa yang diinginkan

2. Pimpinan  harus ~ memberikan
wewenang dan instruksi yang jelas
kepada bawahannya, hal ini
dilakukan agar setiap pekerjaan
yang diberikan pimpinan terhadap
bawahannya

3. Dengan adanya proses pengawasan
diharapkan akan dapat menemukan
penyimpangan- penyimpangan
yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan untuk meyakinkan bahwa
adanya penyimpangan hal ini
tidaklah cukup dengan adanya
pengawasan dari piminan, perlu
adanya tindakan perbaikan oleh
atasan terhadap Kkinerja bawahan
agar kinerja yang dilakukan dapat
sesuai dengan yang diinginkan

4. Pelaksanaan pengawasan
diharapkan dapat menjamin
akanadanya tindakan perbaikan,
dimana  system ini tidak
mempunyai arti apabila tidak
perbaikan, dimana system ini tidak
mempunyai arti apabila  tidak
membawa tindakan perbaikan hal
menunjukkan kepada siapa yang
harus  bertanggungjawab  jika
terjadi  penyimpangan terhadap
kinerja yang sudah ditentukan

5. Proses pengawasan harus
dilakukan dengan fleksibel dengan
adanya pengawasan secara
fleksibel sangat berguna dalam
menghindari kegagalan-kegagalan
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yang terjadi dalam melaksanakan
rencana.  Fleksbilibiltas  dalam
pengawasan  dapat  dilakukan
berbagai kemungkinan situasi
6. Proses pengawasan yang ada dalam
organnisasi harus dapat dimengerti
dan dipahami olah pengawasan
ataupun pihak yang akan diawasi
sehingga setiap pekerjaan yang
dilakukan dapat berjalan sesuai
dengan yang diinginkan
Pengawasan harus mampu melihat
setiap pola-pola organisasi yang diawasi
sehingga dapat berjalan sesuai dengan
rencana yang sudah ditetapkan
sebelumnya dan menghindari hal-hal yang
tidak diinginkan.Dalam  melaksanakan
pengawasan maka harus melalui beberapa
tahap atau  Langkah-langkah  dari
pengawasan tersebut. Menurut
(Manullang,  2015:  42)proses  dari
pengawasan atau pun indikator dari
pengawasan untuk menjawab rumusan
masalah dan mendapatkan hasil dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan standar

a. Kuantitas
b. Kualitas hasil produksi
c. Waktu

Berdasarkan Sub indikator
menetapkan  standar maka  penulis
melakukan wawancara dengan beberapa
pertanyaan kepada narasumber, maka hasil
wawancara penulis adalah sebagai berikut.

Wawancara  pertama  penulis
lakukan dengan key informan yaitu bapak
Habibie S.H selaku Asisten Pemeriksaan
pada Ombudsman Perwakilan Provinsi
Riau pada tanggal 6 Mei tahun 2024 pada
pukul 10:30 Wib bertempatan pada kantor
Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
maka adapun pendapat narasumber tentang
indikator menetapkan standar adalah
sebagai berikut :

“Untuk SOP mengenai standar

kualitas pelayanan kami bekerja

sesuai dengan ketentuan pasal 19

Peraturan Ombudsman Nomor 58

Tahun 2023 Tentang Tata Cara

Penyelesaian Laporan. Kemudian

Publik di Kota Pekanbaru

untuk proses yang dilakukan dalam
memberikan ~ pelayanan  yang
disebutkan dalam aturan
Pemeriksaan Ombudsman sesuai
dengan Pasal Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008. Pelayanan
dan tanggapan yang kami berikan
sudah tepat waktunya secara
internal karena disebutkan bahwa
laporan sederhana di tanggapi
dalamwaktu 60 hari sedangkan
laporan yang sedang di proses
dalam waktu 90 hari serta laporan
dengan permasalahan yang berat
akan ditangani salam waktu 120
hari. Semua laporan akan
diselesaikan tepat waktu namun
apabila laporan tersebut tidak
diselesaikan tepat pada waktunya
biasanya  dikarenakan  pihak
terlapor bersikap tidak korperatif*.

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Berdasarkan keterangan dari
bapak Habibie S.H selaku Asisten
Pemeriksaan  Laporan maka  dapat
disimpulkan bahwa pihak Ombudsman
melakukan atau melaksanakan pekerjaan
mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang telah disebutkan didalam undang-
undang.  Begitupun  dengan  waktu
penangan telah mereka lakukan tepat pada
waktunya  namun  apabila terjadi
keterlambatan itu biasanya diakibatkan
oleh pihak terlapor yang kurang korperatif.

Wawancara Kedua penulis lakukan
dengan informan yaitu ibu Metia Winati
Muchda S.H selaku Asisten Pencegahan
pada Ombudsman Perwakilan Provinsi
Riau pada tanggal 6 Mei tahun 2024 pada
pukul 11:00 Wib bertempatan pada kantor
Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
maka adapun pendapat narasumber tentang
indikator menetapkan standar adalah
sebagai berikut :

“Dalam SOP kami bekerja sesuai

time line yang ditentukan, yang

tentu saja kami laksanakan dengan
memberikan pelayanan baik dari
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awal penyambutan yang dilakukan
oleh security kemudian diarahkan
ke front office lalu ditanya apa niat
dan tujuannya mengunjungi kantor
kami  dan  misalnya ingin
menyampaikan laporan maka akan
langsung  diarahkan  keruang
pengaduan dan langsung
diterimaolen TIM PVL. Waktu
penyelesaian  akan  dilakukan
sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang telah dibuat dan tentu
saja  kami dituntut  untuk
menyelesaikan pekerjaan tepat
pada waktunya. Serta strategi yang
dilakukan olen Ombudsman untuk
meningkatkan  kinerja  dengan
memberikan sosialisasi kepada
masyarakat, membuat stan
pengaduan dititik-titik pelayanan
publik seperti dikantor
Disdukcapil, Imigrasi, Rumah
Sakit, atau Kantor desa.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Dalam SOP Ombudsman bekerja
sesuai time line yang ditentukan, yang
tentu saja pihakOmbudsman laksanakan
dengan memberikan pelayanan baik dari
awal penyambutan yang dilakukan oleh
security kemudian diarahkan ke front
office lalu ditanya apa niat dan tujuannya
mengunjungi kantor Ombudsman seperti
misalnya ingin menyampaikan laporan
maka akan langsung diarahkan keruang
pengaduan dan langsung diterima oleh
TIM PVL. Waktu penyelesaian akan
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang telah dibuat dan tentu saja
pihak  Ombudsman  dituntut  untuk
menyelesaikan pekerjaan tepat pada
waktunya. Serta strategi yang dilakukan
oleh Ombudsman untuk meningkatkan
Kinerja dengan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat, membuat stan
pengaduan dititik-titik pelayanan publik
seperti dikantor Disdukcapil, Imigrasi,
Rumah Sakit, atau Kantor desa.

Wawancara selanjutnya penulis
lakukan dengan informan vyaitu Ibu R.
Maria Ulfa S.E selaku Kepala Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru yang dilaksanakan tanggal
7 Mei tahun 2024 pada pukul 09:30 Wib
bertempatan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru maka
adapun pendapat narasumber sebagai
perwakilan dari Instansi Pemerintahan
yang memberikan pelayanan publik
tentang indikator menetapkan standar
adalah sebagai berikut :

“Anggota Ombudsman Provinsi
Riau sejauh ini sudah
menjalanakan tugasnya dengan
baik sesuai dengann ketentuan
perundang-undangan dan waktu
yang telah ditentukan.
Dikarenakan merak merupakan
lembaga pengawasan terhadap
pelayanan publik maka mereka
tentu saja memberikan pelayanan
dengan sangat baik kepada
masyarakat.”

Analisa dari apa yang disampaikan oleh
narasumber tersebut adalah sebagai berikut

Anggota Ombudsman Provinsi Riau
sejauh ini sudah menjalanakan tugasnya
dengan baik sesuai dengann Kketentuan
perundang-undangan dan waktu yang telah
ditentukan. Dikarenakan merak merupakan
lembaga pengawasan terhadap pelayanan
publik  maka mereka tentu saja
memberikan pelayanan dengan sangat baik
kepada masyarakat.

Wawancara berikutnya penulis
lakukan dengan informan lbu Popy
Deswinta seorang masyarakat yang
bekerja di Kantor Sekretariat Daerah
Provinsi Riau yang penulis laksanakan
pada tanggal 7 Mei tahun 2024 pada pukul
10:30 Wib bertempatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru yang saat itu kebetulan sedang
melakukan pengurusan pencatatan
kependudukan sebagi seorang masyarakat
dan penulis berinisiatif untuk meminta
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pendapat narasumber maka adapun
pendapat narasumber tentang indikator
menetapkan standar adalah sebagai berikut

“Saya tidak begitu mengetahui
tentang adanya ombudsman namun
mereka juga merupakan salah satu
instansi pemerintahan tentu saja
mereka memiliki  SOP  sesuai
dengan  Undang-undang yang
mengaturnya.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Masyarakat tidak begitu
mengetahui tentang adanya ombudsman
namun masyarakat memahami bahwa
pihak ombudsman juga merupakan salah
satu instansi pemerintahan tentu saja
mereka memiliki SOP sesuai dengan
Undang-undang yang mengaturnya.

Wawancara  berikutnya  juga
penulis lakukan dengan informan Ibu
Ambarita seorang ibu rumah tangga beliau
memiliki anak yang masih dalam usia
sekolah yaitu tingkat SMA dan melakukan
pendaftaran berdasarkan zonasi
wawancara ini penulis laksanakan pada
tanggal 8 Mei tahun 2024 pada pukul
10:00 Wib melalui telepon pendapat
narasumber tentang indikator menetapkan
standar adalah sebagai berikut :

“Saya kurang memahami adanya

ombudsman ini perihal pekerjaan

mereka apa saya kurang tahu tapi
kemarin saya dengan ada wali
murid yang membahas bahwa jika
tidak senang dengan perbuatan
atau keputusan yang diambil pihak
sekolah terutama tentang iyuran
siswa maka kami para orang tua

dapat mengajukan atau
menyampaikan  kepada  pihak
ombudsman.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Masyarakat kurang memahami
adanya ombudsman ini perihal, pekerjaan
mereka. Tetapi ada beberapa wali murid

Publik di Kota Pekanbaru

yang pernah membahas bahwa jika tidak
senang dengan perbuatan atau keputusan
yang diambil pihak sekolah terutama
tentang iuran siswa maka para orang tua
dapat mengajukan atau menyampaikan
kepada pihak ombudsman.

Wawancara berikutnya penulis
lakukan dengan informan Bapak Sariaman
seorang masyarakat yang memiliki profesi
sebagai seorang pengacara tentu saja di
anggap cakap dan mampu memberikan
pendapat tentang Kinerja atau wewenang
yang  dimiliki  oleh ~ Ombudsman
Perwakilan Provinsi Riau, wawancara ini
penulis laksanakan pada tanggal 8 Mei
tahun 2024 pada pukul 10:30 Wib melalui
telepon maka adapun pendapat narasumber
tentang indikator menetapkan standar
adalah sebagai berikut :

“Ombudsman merupakan lembaga
yang  melakukan  pengawasan
terhadap Kkinerja instansi yang
memberikan  pelayaan  publik,
Seperti Disdukcapil, Dinas Sosial,
Imigrasi, pihak Bank Negeri
maupun Bank Swasta, Perusahaan
BUMN lainnya serta lain
sebagainya. Anggota Ombudsman
Provinsi Riau sejauh ini sudah
menjalanakan tugasnya dengan
baik sesuai dengann ketentuan
perundang-undangan dan waktu
yang telah ditentukan.
Dikarenakan merak merupakan
lembaga pengawasan terhadap
pelayanan publik maka mereka
tentu saja memberikan pelayanan
dengan sangat baik kepada
masyarakat. Serta mereka tidak
pernah tidak merespon setiap
laporan masyarakat.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Ombudsman merupakan lembaga
yang melakukan pengawasan terhadap
Kinerja  instansi yang  memberikan
pelayaan publik, Seperti Disdukcapil,
Dinas Sosial, Imigrasi, pihak Bank Negeri
maupun Bank Swasta, Perusahaan BUMN
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lainnya serta lain sebagainya. Anggota
Ombudsman Provinsi Riau sejauh ini
sudah menjalanakan tugasnya dengan baik
sesuai dengann ketentuan perundang-
undangan dan waktu yang telah
ditentukan. Dikarenakan merak merupakan
lembaga pengawasan terhadap pelayanan
publik ~maka mereka tentu saja
memberikan pelayanan dengan sangat baik
kepada masyarakat. Serta mereka tidak
pernah tidak merespon setiap laporan
masyarakat.

Analisa atau kesimpulan untuk
indikator ~ menetapkan standar ialah
:Ombudsman merupakan lembaga yang
melakukan pengawasan terhadap Kkinerja
instansi yang memberikan pelayaan
publik, Seperti Disdukcapil, Dinas Sosial,
Imigrasi, pihak Bank Negeri maupun Bank
Swasta, Perusahaan BUMN lainnya serta
lain sebagainya. Berdasarkan keterangan
dari bapak Habibie S.H selaku Asisten
Pemeriksaan ~ Laporan maka  dapat
disimpulkan bahwa pihak Ombudsman
melakukan atau melaksanakan pekerjaan
mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang telah disebutkan didalam undang-
undang.  Begitupun  dengan  waktu
penangan telah mereka lakukan tepat pada
waktunya  namun  apabila  terjadi
keterlambatan itu biasanya diakibatkan
oleh pihak terlapor yang kurang korperatif.
Ombudsman memberikan pelayanan baik
dari awal penyambutan yang dilakukan
oleh security kemudian diarahkan ke front
office lalu ditanya apa niat dan tujuannya
mengunjungi kantor Ombudsman seperti
misalnya ingin menyampaikan laporan
maka akan langsung diarahkan keruang
pengaduan dan langsung diterima oleh
TIM PVL. Waktu penyelesaian akan
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang telah dibuat dan tentu saja
pihak  Ombudsman  dituntut  untuk
menyelesaikan pekerjaan tepat pada
waktunya. Serta strategi yang dilakukan
oleh  Ombudsman untuk meningkatkan
kinerja dengan memberikan sosialisasi
kepada masyarakat, membuat stan

pengaduan dititik-titik pelayanan publik
seperti dikantor Disdukcapil, Imigrasi,
Rumah Sakit, atau Kantor desa.

2. Mengadakan penilaian (evaluate)

a. Kegiatan ini tertulis yang disusun
bawahan baik laporan  rutin
maupun laporan Istimewa

b. Langsung mengunjungi bawahan
untuk menanyakan hasil pekerjaan
atau bawahan dipanggil untuk
memberikan laporannya
Berdasarkan Sub indikator

Mengadakan penilaian maka penulis
melakukan wawancara dengan beberapa
pertanyaan kepada narasumber, maka hasil
wawancara penulis adalah sebagai berikut.
Wawancara  pertama  penulis
lakukan dengan key informan yaitu bapak
Habibie S.H selaku Asisten Pemeriksaan
pada Ombudsman Perwakilan Provinsi
Riau pada tanggal 6 Mei tahun 2024 pada
pukul 10:30 Wib bertempatan pada kantor
Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
maka adapun pendapat narasumber tentang
indikator Mengadakan penilaian adalah
sebagai berikut :
“Pihak Ombudsman memberikan
solusi dengan melihat dan
melakukan pemeriksaan terhadap
permasalahan yang dilaporkan.
Dan dalam proses penyelesaian
pihak ombudsman bekerja dengan
sikap yang adil dan tidak memihak
pada masyarakat mapaun kepada
pihak pemerintahan karena
ombudsman bukan pengacara
masyarakat maupun pengacara
pemerintah, ombudsman
merupakan pihak penengah yang
bertindak sebagai mediator untuk
menyelesaikan  sebuah  perkara
yang sedang terjadi antara
masyarakat dengan pihak yang
pemerintah yang  memberikan
pelayanan.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Untuk menangani permasalahan
yang dilaporkan oleh pihak masyarakat
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terhadap pelayanan yang kurang baik atau
pelayanan yang mengecewakan
masyarakat oleh pihak Instansi
pemerintahan atau pihak-pihak laiinya,
Ombudsman akan memberikan penangan
dengan menelaah permasalahan dan akan
memberikan solusi yang adil dan tidak
memihak kepada sebelah pihak baik itu
pihak pemerintahan maupun itu pihak
masyarakat karena dalam sebuah laporan
Ombudsman merupakan sebuah lembaga
yang menjadi penengan atau menjadi
mediator bagi pihak masyarakat dan
Insatansi pemerintahan.

Wawancara Kedua penulis lakukan
dengan informan yaitu ibu Metia Winati
Muchda S.H selaku Asisten Pencegahan
pada Ombudsman Perwakilan Provinsi
Riau pada tanggal 6 Mei tahun 2024 pada
pukul 11:00 Wib bertempatan pada kantor
Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
maka adapun pendapat narasumber tentang
indikator Mengadakan penilaian adalah
sebagai berikut :

“Dalam hal memberikan penilaian

kami akan melakukan kunjungan

ke instansi pemerintahan dan
melakukan observasi  langsung
terhadap kinerja mereka seperti
tahun 2024 ini kami telah

melakukan kunjungan dan
observasi dengan DPMPTSP,
Dinas Pendidikan, Dinas

Kesehatan, Dinas Sosial, dan
Disdukcapil Kemudian di dua
puskesmas pada setiap Kabupaten
atau Kota yang ada di Provinsi
Riau.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Dalam hal memberikan penilaian
Ombudsman akan melakukan kunjungan
ke instansi pemerintahan dan melakukan
observasi langsung terhadap kinerja
mereka seperti tahun 2024 ini Ombudsman
telah melakukan kunjungan dan observasi
dengan DPMPTSP, Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan
Disdukcapil Kemudian di dua puskesmas
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pada setiap Kabupaten atau Kota yang ada
di Provinsi Riau.

Analisa atau kesimpulan untuk
indikator Mengadakan penilaian ialah :
Untuk menangani permasalahan yang
dilaporkan oleh pihak masyarakat terhadap
pelayanan yang kurang baik atau
pelayanan yang mengecewakan
masyarakat oleh pihak Instansi
pemerintahan atau pihak-pihak laiinya,
Ombudsman akan memberikan penangan
dengan menelaah permasalahan dan akan
memberikan solusi yang adil dan tidak
memihak kepada sebelah pihak baik itu
pihak pemerintahan maupun itu pihak
masyarakat karena dalam sebuah laporan
Ombudsman merupakan sebuah lembaga
yang menjadi penengan atau menjadi
mediator bagi pihak masyarakat dan
Insatansi  pemerintahan. Dalam  hal
memberikan penilaian Ombudsman akan
melakukan ~ kunjungan ke instansi
pemerintahan dan melakukan observasi
langsung terhadap Kinerja mereka seperti
tahun 2024 ini  Ombudsman telah
melakukan  kunjungan dan observasi
dengan DPMPTSP, Dinas Pendidikan,
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan
Disdukcapil Kemudian di dua puskesmas
pada setiap Kabupaten atau Kota yang ada
di Provinsi Riau.

3. Mengadakan tindakan perbaikan

(correction action)

Tindakan ini dilakukan bila pada
fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi
penyimpangan. Dengan tindakan
perbaikan ini diartikan yang diambil untuk
menyesuaikan  hasil  pekerjaan  yang
senyatanya menyimpang agar sesuai
dengan standar atau rencana yang sudah
ditentukan sebelumnya. Untuk dapat
melaksanakan tindakan perbaikan maka:

a) Menganalisa penyebab terjadinya
penyimpangan

b) Mengetahui terlebih dahulu yang
menyebabkan penyimpangan itu.

c) Sudah dapat ditetapkan dengan
pasti sebab terjadinya
penyimpangan baru diambil
tindakan perbaikan.
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Berdasarkan Sub indikator
Mengadakan tindakan perbaikan maka
penulis melakukan wawancara dengan
beberapa pertanyaan kepada narasumber,
maka hasil wawancara penulis adalah
sebagai berikut.

Wawancara  pertama  penulis
lakukan dengan key informan yaitu bapak
Habibie S.H selaku Asisten Pemeriksaan
pada Ombudsman Perwakilan Provinsi
Riau pada tanggal 6 Mei tahun 2024 pada
pukul 10:30 Wib bertempatan pada kantor
Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
maka adapun pendapat narasumber tentang
indikator Mengadakan tindakan
perbaikanadalah sebagai berikut :

“Berhubungan dengan tindakan

yang diambil untuk penyelesaian

laporan biasanya Ombudsman
memberikan saran dan masukan
kepada instansi yang dilaporkan.

Jika laporan terkain pelayanan

yang kurang baik maka kami akan

memberikan  teguran  kepada
pimpinan instansi tersebut
sedangkan jika terjadi pungli maka
pihak ombudsman akan meminta
pihak instansi untuk bertanggung
jawab dan mengembalikan uang
yang diambil dari pihak
masyarakat. Dalam hak kendala
yang dihadapi pihak Ombudsman
dalam mengawasi biasanya seperti
Komunikasi yang kurang baik
dengan instansi tertentu, dan
biasanya instansi-instansi yang
melakukan pelanggaran
merupakan instansi yang memang
tidak memiliki komunikasi dengan
pihak Ombudsman. Sedangkan

Faktor pendukung pihak

Ombudsman melakukan pekerjaan

ialah Sumber Daya Manusia yang

bagus dikarenakan untuk menjadi
anggota Ombudsman harus
melalui tahapan seleksi yang ketat
serta  fasilitas sarana  dan
prasarana Yyang dimiliki oleh
pihak ombudsman sangat baik
serta untuk meningkatkan kinerja

ombudsman khususnya dalam hal
pelayanan maka  Ombudsman
memerlukan undang-undang yang
lebih tegas untuk mengatur fungsi
tugas dan wewenang yang dimiliki
oleh Ombudsman.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Berhubungan dengan tindakan
yang diambil untuk penyelesaian laporan
biasanya Ombudsman memberikan saran
dan masukan kepada instansi yang
dilaporkan. Jika laporan terkain pelayanan
yang kurang baik maka pihak Ombudsman
akan  memberikan  teguran  kepada
pimpinan instansi tersebut sedangkan jika
terjadi pungli maka pihak ombudsman
akan meminta pihak instansi untuk
bertanggung jawab dan mengembalikan
uang yang diambil dari pihak masyarakat.
Dalam hal kendala yang dihadapi pihak
Ombudsman dalam mengawasi biasanya
seperti  Komunikasi yang kurang baik
dengan instansi tertentu, dan biasanya
instansi-instansi yang melakukan
pelanggaran merupakan instansi yang
memang tidak memiliki komunikasi
dengan pihak Ombudsman. Sedangkan
Faktor pendukung pihak Ombudsman
melakukan pekerjaan ialah Sumber Daya
Manusia yang baik dikarenakan untuk
menjadi anggota Ombudsman  harus
melalui tahapan seleksi yang ketat serta
fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki
oleh  pihak ombudsman sangat baik
sehingga akan  menunjang  Kinerja
Ombudsman  tersebut  serta  untuk
meningkatkan Kinerja ombudsman
khususnya dalam hal pengawasan maka
Ombudsman memerlukan undang-undang
yang lebih tegas untuk mengatur fungsi,
tugas dan wewenang yang dimiliki oleh
Ombudsman.

Wawancara Kedua penulis lakukan
dengan informan vyaitu ibu Metia Winati
Muchda S.H selaku Asisten Pencegahan
pada Ombudsman Perwakilan Provinsi
Riau pada tanggal 6 Mei tahun 2024 pada
pukul 11:00 Wib bertempatan pada kantor
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Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
maka adapun pendapat narasumber tentang
indikator Mengadakan tindakan perbaikan
adalah sebagai berikut :
“Untuk  mengadakan perbaikan
maka pihak ombudsman akan
memberikan saran dan masukan
namun apabila saran dan masukan
yang kami sampaikan tidak juga di
indahkan maka hal tersebut akan
menjadi catatan kami dan menjadi
bahan untuk laporan  kami
kepemerintahan pusat. Memang
tidak ada sanksi yang diberikan
karena kami tidak berwenang
untuk hal tersebut kami hanya
memberikan waktu selama 60 hari
untuk  melakukan  perubahan
namun jika tidak ada perubahan
hal tersebut akan menjadi laporan
kami kepihak pemerintah pusat.
Faktor-Faktor Pendukung kami
melaksanakan pekerjaan dengan
baik yaitu SDM yang memiliki
kemampuan yang baik, saran dan
prasarana sangat mendukung
pekerjaan kami serta kami sering
dididik dengan berbagai macam
pelatihan guna peningkatan kinerja
sedangkan hambatan yang terjadi
biasanya ialah masyarakat yang

kurang tertarik untuk
menyampaikan laporan kepada
kami.”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Untuk mengadakan perbaikan
maka pihak ombudsman akan memberikan
saran dan masukan namun apabila saran
dan masukan yang kami sampaikan tidak
juga di indahkan maka hal tersebut akan
menjadi catatan ombudsman perwakilan
Provinsi Riau dan menjadi bahan untuk
laporan ombudsman perwakilan Provinsi
Riau kepemerintahan pusat. Memang tidak
ada sanksi yang diberikan karena kami
tidak berwenang untuk hal tersebut
ombudsman perwakilan Provinsi Riau
hanya memberikan waktu selama 60 hari

Publik di Kota Pekanbaru

untuk melakukan perubahan namun jika
tidak ada perubahan hal tersebut akan
menjadi laporan ombudsman perwakilan
Provinsi Riau kepihak pemerintah pusat.
Faktor-Faktor Pendukung ombudsman
perwakilan Provinsi Riau melaksanakan
pekerjaan dengan baik yaitu SDM yang
memiliki kemampuan yang baik, saran dan
prasarana sangat mendukung pekerjaan
ombudsman perwakilan Provinsi Riau
serta ombudsman perwakilan Provinsi
Riau sering dididik dengan berbagali
macam pelatihan guna peningkatan kinerja
sedangkan hambatan yang terjadi biasanya
lalah masyarakat yang kurang tertarik
untuk menyampaikan laporan kepada
ombudsman perwakilan Provinsi Riau.
Wawancara berikutnya penulis
lakukan dengan informan lbu Popy
Deswinta seorang masyarakat yang
bekerja di Kantor Sekretariat Daerah
Provinsi Riau yang penulis laksanakan
pada tanggal 7 Mei tahun 2024 pada pukul
10:30 Wib bertempatan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pekanbaru yang saat itu kebetulan sedang
melakukan pengurusan pencatatan
kependudukan sebagi seorang masyarakat
dan penulis berinisiatif untuk meminta
pendapat narasumber maka adapun
pendapat narasumber tentang indikator
Mengadakan tindakan perbaikan adalah
sebagai berikut :
“Saran untuk pihak Ombudsman
sebaiknya melakukan peninjaun
pada semua instansi pelayanan
tidak hanya instansi pemerintahan
termasuk  juga perusahaan-
perusahaan swasta seperti rumah
sakit swasta maupun bank-bank
swasta yang ada di provinsi riau”

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut : Saran untuk pihak Ombudsman
sebaiknya melakukan peninjaun secara
menyeluruh  pada  semua  instansi
pelayanan tidak hanya instansi
pemerintahan termasuk juga perusahaan-
perusahaan swasta seperti rumah sakit
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swasta maupun bank-bank swasta yang
ada di provinsi riau.

Wawancara  berikutnya  juga
penulis lakukan dengan informan Ibu
Ambarita seorang ibu rumah tangga beliau
memiliki anak yang masih dalam usia
sekolah yaitu tingkat SMA dan melakukan
pendaftaran berdasarkan zonasi
wawancara ini penulis laksanakan pada
tanggal 8 Mei tahun 2024 pada pukul
10:00 Wib melalui telepon maka adapun
pendapat narasumber tentang indikator
Mengadakan tindakan perbaikan adalah
sebagai berikut :

“Saran untuk pihak Ombudsman
sebaiknya melakukan peninjaun
pada semua instansi pelayanan
serta pihak Ombudsman
seharusnya memberikan sosialisasi
akan tugas dan fungsi mereka
kepada kami masyarakat bawah
agar kami juga mengenal tugas
dan fugsi mereka”.

Analisa dari apa yang disampaikan
oleh narasumber tersebut adalah sebagai
berikut :Saran untuk pihak Ombudsman
sebaiknya melakukan peninjaun pada
semua instansi pelayanan serta pihak
Ombudsman  seharusnya  memberikan
sosialisasi akan tugas dan fungsi mereka
kepada masyarakat kalangan menengah
kebawah agar Masyarakat lebih mengenal
tugas dan fugsi Ombudsman.

Wawancara berikutnya penulis
lakukan dengan informan Bapak Sariaman
seorang masyarakat yang memiliki profesi
sebagai seorang pengacara tentu saja di
anggap cakap dan mampu memberikan
pendapat tentang Kinerja atau wewenang
yang dimiliki ~ oleh ~ Ombudsman
Perwakilan Provinsi Riau, wawancara ini
penulis laksanakan pada tanggal 8 Mei
tahun 2024 pada pukul 10:30 Wib melalui
teleponmaka adapun pendapat narasumber
tentang indikator Mengadakan tindakan
perbaikan adalah sebagai berikut :

“Saran untuk pihak Ombudsman

sebaiknya melakukan peninjaun

pada semua instansi pelayanan

tidak hanya instansi pemerintahan
termasuk juga perusahaan-
perusahaan swasta seperti rumah
sakit swasta maupun bank-bank
swasta yang ada di Provinsi Riau.

Serta Pihak Ombudsman
seharusnya  lebih  melakukan
sosialisa kepada kalangan

masyarakat agar seluruh lapisan
masyarakat mengetahui tentang
tugas dan fungsi mereka sehingga
masyarakat mengerti untuk
menyampaikan laporan apabila
ada pelayanan yang kurang baik
oleh pihak-pihak terkait.”

Analisa atau kesimpulan untuk
indikator Mengadakan tindakan perbaikan
ialah : Untuk mengadakan perbaikan maka
pihak ombudsman akan memberikan saran
dan masukan namun apabila saran dan
masukan yang kami sampaikan tidak juga
di tindahkan maka hal tersebut akan
menjadi catatan ombudsman perwakilan
Provinsi Riau dan menjadi bahan untuk
laporan ombudsman perwakilan Provinsi
Riau kepemerintahan pusat. Memang tidak
ada sanksi yang diberikan karena
Ombudsman tidak berwenang untuk hal
tersebut ombudsman perwakilan Provinsi
Riau hanya memberikan waktu selama 60
hari untuk melakukan perubahan namun
jika tidak ada perubahan hal tersebut akan
menjadi laporan ombudsman perwakilan
Provinsi Riau kepihak pemerintah pusat.
Faktor-Faktor Pendukung ombudsman
perwakilan Provinsi Riau melaksanakan
pekerjaan dengan baik yaitu SDM yang
memiliki kemampuan yang baik, saran dan
prasarana sangat mendukung pekerjaan
ombudsman perwakilan Provinsi Riau
serta ombudsman perwakilan Provinsi
Riau sering dididik dengan berbagali
macam pelatihan guna peningkatan Kinerja
sedangkan hambatan yang terjadi biasanya
jalah masyarakat yang kurang tertarik
untuk menyampaikan laporan kepada
ombudsman perwakilan Provinsi
Riau.Saran untuk pihak Ombudsman
sebaiknya melakukan peninjaun pada
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semua instansi pelayanan tidak hanya
instansi  pemerintahan termasuk juga
perusahaan-perusahaan  swasta  seperti
rumah sakit swasta maupun bank-bank
swasta yang ada di Provinsi Riau. Serta
Pihak Ombudsman seharusnya lebih
melakukan sosialisa kepada kalangan
masyarakat ~ agar  seluruh lapisan
masyarakat mengetahui tentang tugas dan
fungsi mereka sehingga masyarakat
mengerti untuk menyampaikan laporan
apabila ada pelayanan yang kurang baik
oleh pihak-pihak terkait.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Ombudsman melakukan atau
melaksanakan pekerjaan mereka sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang telah
disebutkan didalam undang-undang.
Begitupun dengan waktu penangan
telah mereka lakukan tepat pada
waktunya namun apabila terjadi
keterlambatan itu biasanya diakibatkan
oleh pihak terlapor yang kurang
korperatif. Ombudsman memberikan
pelayanan baik dari awal penyambutan
yang dilakukan oleh security kemudian
diarahkan ke front office lalu ditanya
apa niat dan tujuannya mengunjungi
kantor Ombudsman seperti misalnya
ingin menyampaikan laporan maka
akan langsung diarahkan keruang
pengaduan dan langsung diterima oleh
TIM PVL. Waktu penyelesaian akan
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan
aturan yang telah dibuat dan tentu saja
pihak Ombudsman dituntut untuk
menyelesaikan pekerjaan tepat pada
waktunya.  Serta  strategi  yang
dilakukan oleh Ombudsman untuk
meningkatkan Kinerja dengan
memberikan sosialisasi kepada
masyarakat, membuat stan pengaduan
dititik-titik pelayanan publik seperti
dikantor Disdukcapil, Imigrasi, Rumah
Sakit, atau Kantor desa.
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2. Untuk menangani permasalahan yang
dilaporkan oleh pihak masyarakat
terhadap pelayanan yang kurang baik
atau pelayanan yang mengecewakan
masyarakat oleh  pihak Instansi
pemerintahan atau pihak-pihak laiinya,
Ombudsman akan memberikan
penangan dengan menelaah
permasalahan dan akan memberikan
solusi yang adil dan tidak memihak
kepada sebelah pihak baik itu pihak
pemerintahan  maupun itu  pihak
masyarakat karena dalam sebuah
laporan  Ombudsman  merupakan
sebuah  lembaga yang menjadi
penengan atau menjadi mediator bagi
pihak  masyarakat dan Insatansi
pemerintahan. Dalam hal memberikan
penilaian Ombudsman akan melakukan
kunjungan ke instansi pemerintahan
dan melakukan observasi langsung
terhadap Kkinerja mereka seperti tahun
2024 ini Ombudsman telah melakukan
kunjungan dan observasi dengan
DPMPTSP, Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas  Sosial, dan
Disdukcapil ~ Kemudian di  dua
puskesmas pada setiap Kabupaten atau
Kota yang ada di Provinsi Riau.

3. Untuk mengadakan perbaikan maka
pihak ombudsman akan memberikan
saran dan masukan namun apabila
saran dan masukan Yyang kami
sampaikan tidak juga di indahkan
maka hal tersebut akan menjadi catatan
ombudsman perwakilan Provinsi Riau
dan menjadi bahan untuk laporan
ombudsman perwakilan Provinsi Riau
kepemerintahan pusat. Memang tidak
ada sanksi yang diberikan karena
Ombudsman tidak berwenang untuk
hal tersebut ombudsman perwakilan
Provinsi Riau hanya memberikan
waktu selama 60 hari untuk melakukan
perubahan namun jika tidak ada
perubahan hal tersebut akan menjadi
laporan ~ ombudsman  perwakilan
Provinsi Riau kepihak pemerintah
pusat. Faktor-Faktor ~ Pendukung
ombudsman perwakilan Provinsi Riau
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melaksanakan pekerjaan dengan baik
yaitu SDM yang memiliki kemampuan
yang baik, saran dan prasarana sangat
mendukung pekerjaan ombudsman
perwakilan ~ Provinsi Riau  serta
ombudsman perwakilan Provinsi Riau
sering dididik dengan berbagai macam
pelatinan guna peningkatan Kkinerja
sedangkan hambatan yang terjadi
biasanya ialah masyarakat yang kurang
tertarik untuk menyampaikan laporan
kepada  ombudsman perwakilan
Provinsi Riau
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